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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURA!f BUPATI RE.JANG LEBOll'G 
NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANO 

BIAVA PERJALANAN DINA$ BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAJ NEOERI SIPIL 

DAN NON PEOAWAJ NEOERI SIPJI, DI LJNGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN REJANG LEBONG 

Mcnimbang 

Mengingat 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONO, 

a. bahwa sehubungan adonya perubahan atas beberapa 
kctentuan mengenru biaya perjalanan dinas df 
Llngkungan Pcmcrintah Kabupaten Rejang Lebong untuk 
menyesuaika.n dcngan perkembangan keadaan dan 
peraturan perundnng•undang.a.n, maka Peraturan Bupati 
Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 lCntang Biaya 
Pcrjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan 
dnn Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tctap di Lingkunga,, 
Pemcrintah Kabupaten Rejang Lcbong sebagaimana tclah 
diubah beberapa kali !erakhir dcngan Pcra.turan Bupatl 
Rcjang Lebong Nomor 44 Tahun 2018, perlu d.iganti 
untuk disesuaikan; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentua.n sebagaimana 
dimaksud pada hunaf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tcntang Biaya PerjaJana.n Dinas Bagi Bupati, 
Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakya,t Dacrah. Pegawai Negeri Sipil dan Non Pe.gawai 
Negeri Sipi! di Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 2828); 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Ncp0tisme (Lembaran N egara 
Republik Indonesia Tahun I 999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Kcuangan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4 . Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 ,entang 
Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu blik 
lndonesja, Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan PengeJoJaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara RepubHk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4400): 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tcntang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lcmbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
lndonc$ia Nomor 5234); 

7, Undang-Unda.ng Nomor 23 Tahun 2014 tenlAng 
Pemerintahan Daerah sebaga.hnana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 (J...embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara RepubH.k Indonesia Nomor 
5679): 

8. PerQturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Norn.or 9 Tahun 1967 da.n 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propins.i Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 2854t; 

9. PeraiUran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Daerab (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Ta.rnbahan 
Le.mbar-an Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578)i 

JO. Peraturan Pcmcrintah N'omor 39 Tabun 2007 tentang 
Pengf!lola.an Uang Nega.N\/Oaerah (Lembaran Negara 
Republik (ndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4738) ; 

11 . Peraturan Pernerinta.h Nomor 38 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daer-ah 
Tcrhadap Pcgawai Ncgcri Suk.an Bendahara atau Pcjabat 
Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
tndonesia Nomor 5934); 

12. Peraturan Mentcri Oalam Negeri No.mor S Tahun 1997 
Le n.tang Tuntutan Perbend.o.h.ara.an dan Tuntuta.n Oanti 
Rugi Keuangan dan Ba.rang Daerah; 

13. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan .Peraturan 
.Menteri Dalam Negeri Nomor 2l T.ahun 20) J (Berita 
Negara Republik Indonesia Ta.hun 2011 Nomor 310)i 

14. Penuuran Menteri Dafam Negeri Nomor 5S Tahun 2008 
tentang Tat.a Cara Pe.na.tausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara sc:rta 
Penyampaiannya; 
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Menetapkan 

• 
IS. Peraturan Menteri Keuangan Nomor I 13/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Oinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri dan Pegnwa.i Tidak Tetapj 

16. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah 
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menterl 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara 
Republik Indonesia Ta.hun 2"018 Nomor 157); 

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tent.ang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong se.bagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 
2018 Nomor 133); 

18. Peratura.n Daerah Nomor 6 Ta.hun 2017 tentang Pokok· 
Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembatan Daera,h 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 1.24, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Nomor9); 

19. Peraturan Oaemh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hal< 
1<cuanga.n dart Administratif Pimplnan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Tahun 2017 Nomor 127). 

ME:MUTUSKAN : 

Pl>RATURAN BUPATI TENTANG BIAVA PERJALANAN DINAS 
BAGI BUPATI, \VAKIL BUPATI, P!MP!NAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PE:RWAKILAN RAKYAT DAE:RAH. P£GAWAI NEG£RI 
SIPIL DAN NON P£GAWAT Nl:XlERI SIPIL DI LJNGKUNGAN 
PEMERJNTAH KABUPATEN RE:JANO LEBONG 

BAB I 
KE:TENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Pel'aturan Bupati lni yang dim.aksudkan d-engan : 
I , Oaerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintah Daerah ado.Jab Bupati ~bagai unsur penyelenggara 

Pemeri.ntahan Oaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerl.ntahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. D.ewao Perwakilan Rakyat Oaemh yang selanjutnya disingkat OPRD .adalah 
Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Rejang Lcbong. 

4, Bupati adalah Bupati Rejang l...ebong. 
s. \Vakil Bu pati adalah Wakil Bupati Rejang Lebong. 
6. Pimpinan OPRD adolah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah dan Waldl 

Ketu• Dewan Perw,udlan Rokyit Daerah Kabupaten Rejang l,ebong. 
7. Anggota OPRD adaJah Anggota De-wan Perwakilatt Rakyat Oaerah Kabupaten 

Rejang Lebong. 
8. Sektetru:·is Daemll adalah Sek'retaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
9. Pejabat Negara adaJah Bopati dan Wakil 8upati .. 



I 0. Satuan l<erja Perangkat Daeral, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/penggu na barang. 

11. Pcmng,kat Oaerah adaJah unsur petnbantu Bupati da lam pcnyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri darl sekretariat daerah, sek:retarlat OPRD, 
dinas daersm, lembaga teknis da.erah, kecamatan , dan kelurahan. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuanga.n tahunan peme:rintahan daerah yang diba.has da.n 
d isetuj ui bcr&"'\nla oleh ?emerintah Daerah dan DPR.O Kabupaten Rejang 
Lebong, dan ditetapkan dengan Peraturan Oaemh. 

13 . Pegawal Negeri SipiJ yang selanjutnye disingkat PNS adaJah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat t.ertentu, d iangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembin.a kepegawaian u.ntuk menduduld Jabatan 
pemetintaha.n . 

14. Non Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya dislllgkat Non PNS adaJa,h pihak• 
pibak d i l ua.r PNS yang herdasarkan pen.ilaian dan pertimba.ngau Kepala 
SKPD yang mengeluarkan SPPD, dapat melaksanakan Pcrjalanan Dinas 
d.alam mendukung pelaksanaan Lugas dan fungs,i SKPO yang bersangkutan, 
seperti Apa.rat Pem erimah Desa, Ajudan, Pegawai 1'idak Tetap. pihak lainnya 
(lembaga/orgnnisasi/ masyaral<at pcrorangan) 'rim Penggerak PKK, Dharma 
Wanita, Pcjabal/PNS pada instansi vertikal. 

IS. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh p<;jabat pembina 
kepegawaian at.au pejabat lain dalam pcmerintaha.n u ntuk melaksanakan 
tuga$•lugas tertentu pada instansi peme.rintah atau yang pcnghasilan..nya 
mcnjadl bcban anggaran pendapatan dan l>elanja daerah. 

16. Perjalanan Dinas adaJah perjalanan dina& dari temJ)llt kedudu kan ke cempa.t 
yang dituju, untuk mclaksanakan tugas, dan kembaJi ke tempat kcdudukan 
se.mula untuk kepentingan Oaerah/Negara etas perintah pejabat yang 
berwenang. 

17, Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengcluaran 
yMg sah. 

18. Lumpsu m adalal, uang yang dibayarkan berdasarkan carif yang tclah 
ditetapkan dan dibayar sekaligus. 

19. Perhitungan Rarnpung adaJah perhitungan biaya perjaJanan yang dlhitung 
berdasarkan tarif yang berlaku menurut Pera tu ran ini. 

20. Su.rat Perim .ah Tuga-s adaJah Naska.h Oi.oas da.ri atasan yang ditujuka.n 
kepada bawahan yang berisi perintah u ntuk melaksanakan pekerjaan sesuai 
dengan tugaa dan fungs.inya. 

21. Surat Pcrintah PerjaJanan Oinas yang selanju tnya, d isingkat SPPO adalah 
surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Aaggota DPRD, Peg_awa,j 
Negcri Sipil dan Pegawaj 'lidak Tet.ap untuk me lakukan pe-rja.lanan dinas scrta 
pemberian fasilitas perjalanan dan pcmbiayaan. 

22. •rempat Ked udukan adalah tempat/Daerah dimana SKPO berada. 
23. Lua.r Dae rah ada lah luar Kabu paten Rejang Le bong. 
24. Dalam Oaerah adaJah dalam Kabupatcn Rejang Lebong. 
2S. Pejabat yang ben.venang adalah Pejabat yang bc.rwenang menerbitkan dan 

mcnandatangani surat perintah tugas dan SPPD. 
26. Vang Representatif adaJah tambahan uang saku kepada Peja bat Negara, 

Sekretaris Oaerah, Pimpinan da n Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II. 
27. Biaya sewa kcnda ra..m da lam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan 

w,tuJs S<lwa kenda,-aan dala.m k ota tempat tujuan UJJ.tuk perjaJana.o dJnas 
luar dacrah bagj Pejabat Negara. 

28. Pendidikan dan pelatihan yang seJanjurnya disebut Diklat adala.h pendidik:an 
dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/Ill/IV) maupun pend idikan dan 
pe.latihan la innya yang pelaksanaannya melebihi I {satu) bulan dalam rangka 
mening.katkan kemampuan kerja. 
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. :::,~~:a Anagaran yang selanjutnya dislngkat PA adalah pejabat pem•gang run I S~O pen~ angpran untuk melaksanakan tugas pokok dan 30 
K gs yang d1p1mp1nnya. 

· ;::sa ~•n~una Anggaran yang sc,lanjutnya disingkat KPA adalah pejabat Y g diben kuasa untuk melakoanakan ""bagian kcwenangan pensguna 
3 

nn_ggaran dnlam melakSllnakan seba gian tugas dnn rungsi SKPD. 1- Pe~abat Pelaksana Tcknis Kegiatan yang oelanjutnya disingkat PP'n<. adalab pcJ~bat pada unit kcrja SKPD ynng mclaksanaknn satu atau beberap,, kegJatan dari_ suatu program oesuai deng;,.n bidang tup.snya. 32. Surat Pennontaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dlbuat/diterbllk an o leh Pejabat yang bertanggungjaw-•b atas pelakaanaan kcgi&tan dan disampaikan kcpada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk unru.k mencairka.n dano yang beraumber dari Ookumen Pelakaanaan Angpran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Bi\B II 
RUANO UNOKUP PERJAU\NAN DINAS 

Pasal2 

Pt-ra.L\Jran Bupati in i meng.ntur mengenai pclaksanf.lan do.n pertanggungjawaban Pcrjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil au patl, Pimpinan DPRD, ~ktttaris Dauah, Anggota OPRO, Pejabat Esclon II, Ill dan IV, Pegawai Negeri Sipll dan Non Pcgaw;u Negeri Slpil di Linglrungan Pemcrinlab Kabupaten Rejang Lcbong, yang anggarannya dlbebankan pada APBD Kabupaton Rejang Lcbong. 

BAB Ill 
PRINSIP PERJALANAN DINAS 

Pasal 3 
Perjnlanan Oinas diJaksannkan dengan mcmpcrhat!kan prinslp aebapi bcrilcut : " · selektif, yaitu hanya untuk kcpentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang bcrkrut dengan pcnyelengs;,intn.n pcmerint.ahan don jabatan yang mcleknt; b- ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan ptnc.apa.ian kinerja SK.PO; c. efis.icn penggunaan belaoja daerah dengan memperha.tikM frekuenai dan jumlo.h h arinya dibatasl; dan d. akuntabilitAs pembcrian perintah peleksanaan Perjalanan Dinas dan pcmbcbanan Perjalanan Dinao. 

BABIV 
PERJALANAN OINAS 

Pnsal 4 

( J) Perjalanan Dinos digolongkan menjadi : a. Perjo.Jta.no..n Oinas y,mg rnelewo.Li buuts ~nernh ; dan b Perjalanan Oinas yang dilaksanakan d1 dalarn Dacrah. (21 ~rjalanan Dina• scbagalmana dimaksud p11da s,yat (I) dnalrukan dalam rangka: 
. ba a. pelaksanaan rugaa dan rungsl yang melekat pada Ja tan; b. mengikuti dikl~t kepemimpinan, dikJat ~knia ~an prajabata.n sertn mengikuti mpat seminar, bimbingan t.eknia dan ae~niimya; c . ditugaskan unt~k mcnempuh ujian dinao / ujian jabatan yang diodaka.n di luar TempM Keduduk&J>; 
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-
d. diharuskan menghadap Majeli:s Penguj i Kcsehatan Pcgawa_i Negeri atau 

~enghadap seora.ng dok ter pc:nguji k e-sehatan yang di tun] uk yang berada 
di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter 
ten tang kesehatan nya guna kepentingan jabatan; 

e. h arus memperoleh pengohatan di tuar Temp.at Kedudukan berdas.arkan 
surat ketcrangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena 
ntclakukan tu gasnya: 

r. mengikuti pendid ikan ""tam Diploma/Sl /S2/S3; 
g. mengikuti pendidikan dan pelatihan; 
h. menjemput/mengantarkan kc tcmpat pemakaman jenazab Pejabat 

Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negerl yang meninggaJ 
d unia daJam melakukan Perjalanan Oinas; atau 

i. menjemput/mengantarkan ke tempat pe.makama.n jenazah Pejabat 
Negara./ Pi.mpinan dan Anggota DPRO/Pegawa.i Nc-geri yang meninggaJ 
dunia dari Tempat Kcdudukru1 yang terakhir ke Kota ttmpat 
pemakaman. 

Pasal 5 

(II Seliap PNS dan Non PNS yang akan melalcsanakan pcrjalanan dina$, terlebih 
dahulu men.yrunpaikan permohonan secara tertulis meJtl.lui nota 
dinas/surat/telaah kepada Bupati/Wakil Bupati/Sel<Tetaris Daerah untuk 
mendapatkan persetujuan. 

(2) Persetujuan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I), dikoeualikan bagi : 
a . Pimpina n dan AnggotA DPRD Kabupaten Rejang Lebong; 
b. Perjalanan dinas dalam daerah; 
c. Perjalanan dina15 menghad:.iri undangan dari Kemente,Jian, lembaga 

pemerintahan dan Pemerintah Provinsi sesuai deng.an daft.ar yang tcrtcra 
dalam '1ndaogan. 

(3} Dalam ha l perjafMan dinas sebag,,imana dlma.ksud pada ayat (2) huruJ c 
diwakilkan kepada pejabat lain di luar daftar yang tertcra dalam undangan 
atau dengan pertimbangan tertentu mcngi.kutsertakan pen.damping atau 
pcngikut, maka harus meminta p~rsetujuan terlebih dahuh.J a.cbago.i.mana 
dlma.ksud pads ayat ( I). 

(4) Sctclah pcrmobona.n melaksanakao pcrjalanan dinas sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( I) disetujui, maka diterbitkan Surat Perintah Tu gas 
dan SPPD oleh Pejabat yang bcm•enang yang ronnatnya sesuai dengan 
peraturan peru ndang•undangan. 

(5) Pejabat yang berwenang hanyn. dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan 
SPPO u ntuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada a nggaran 
yang tersedia pada Sl(PO m~sir1g•masing. 

(6) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan 
SPPD sekaligus menc t.apkan a lttt trnnsportasi yang digu nakan untuk 
melaksanakan perjalanan dinas yang bcrsangkutan dengan mempcrhatikan 
kepentingan $Crta tujuan perjalanan dinas tersebut. 

(7t Pejabat yang menandatang~ni Surat Perintah 1\tgas dan SPPD yaitu sebagai 
berikut: 
a . Bupati ditandatanga.ni olch Bupati; 
b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, jika Bupati berhalangan 

ditandatangani oleh \Vakil Bupati; 
c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati; 
d. Pejabat Eselon II, Camat dan Kcpa.fa Sagi.an di Sekretariat Daerah 

dit..andatanganl oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekret.aris Daerah: 
c. Kttua OPRD ditandatanga.ni oleh Ketua OPRD; 
f, Wakil 1<.etua OPRO ditandatMgani oleh Ketua DPRO; 
g. Angg.ota DPRO ditandatanga.ni oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRO; 
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(8) 

h. Pejabat Esclon IV, Staf, P1T pada Sekretariat Oaerah d itandatangoni oleh 
Sekretaris Daerah at.au Asisten yang ditunjuk sebaga.i PLH Sekre-taris 
Daerah; 

i. Pejabat Eselon Ill, IV, Star, Fungsional Tertentu dan P1T parla SKPO 
ditandatangani oleh Ktpala SKPO atau Sekrctaris atas nama KepaJa 
SKPO yang biayanya d ibe bankan pada SKPO yang bersangkutan; 

j . Tim Pcnggera_k PKK/Dharma Wanita/ ins:tansi vertikal/pihak lttinnya 
yang biayanya dibeba.nkan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh 
Sekretaris Oacrah at.au Asisten Administrnsi Umum atas nama 
Sekret.aris Daerah; 

k. nm Penggerak PKK/ Oharma Wanita/instansi venikal/pihak lainnya 
yang biayanya dibeh;mkan pada SKPO ditandatangani oleh Kepala SKPO 
atau Sekretruis atas na.ma Kcpala SKPO: 

I. Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, 
Pejabal Eselon II, Pimpinan DPRO dan Kepala SKPD. 

Batasa.n jumlah PNS d8Jl Non PNS yang metaksan akan perjaJanan dines 
dengan tetap mempedomani kcternuan sebagaimana dJmaksud pada ayat 
(I), ditetapkan sebagai berik\Jt : 
a , staf hanyo. dapat melaksanakan perjalanan dinas yang s ifatnya 

mendampingi atau pengikut dari pejabat, Pimpinan dan Anggota OPRO. 
atau atasa.n langsu ngnya yang me1aksana kan perjaJanan di.na s, kecuaU 
perjaJanan dinas yang berdasarkan u ndangan/surat dari penye1cng,gara 
kegiatan men gharuskan staf un tuk menghad.iri/mengikuti seca.ra 
la.rigsung kc-gi.atan yang di1aksanakan; 

b . perjalanan dloas dengnn tl.Quan kool'dinasi, konsulta,si ata.u sejen.isnya, 
paling banynk 3 (t iSAI orang (teJa.h cennasuk pendamping at.au pengikut); 

c . pcrja.lanan dinas dengan tujuan mendampingi kegia tan Bupati/Walcil 
Bu pati/Sekreta.ris Daemh disesuaikan dengan kebutuban dan kegiatan 
yang dilaksanakan; 

d. perjaianan dinas dengan tujuan mendampingi kegia lan Angg<;UI DPRD 
Kabupatcn Rejang Lebong di Juar a.lat kelengkapan, dapat did.ampingi 
paling banyak 1 (satu) orang pendamping. Sedangkan untuk 
mendtunpingi kcgiatan alat kclcngkapan DPRD Kabupaten Rejang 
l,ebong, didampingi paling banyak 3 (Uga) orang pendamping. 

e . perjalanan dinas dengan tujuan menghadiri undangan dari 
J(cme:nterian/Non Kememcrian, Pemerintah Provinsi atau lembaga 
disesuaikan dengan jumlah peserta yang diundang; 

(. perjalanan dinas dcn gan tujuan me.ngikuli bimbingan teknis/diklat, 
disesuaikan dengan rcncana pe1ak$anaan bimbingan tek nis/diklat pada 
masing-masing DPA/DPPA SKPD; 

g, perjalaJ'lan dinas dcngan tujuan lainnya dan/atau dengan pertimbangan 
tertentu jumlah PNS yang akaJl melaksanakan perjalanan dinas di luar 
ketentua.n sebagaima.na dimaksud pada huruf b s/d h uruf [, dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan deng-an ketentuan setelah mcndapat 
persetujuan dari Bupati/Wakil Bup.~ti/Sckretaris Oaerah, 

BAB V 
BIAVA P£RJALANAN DINAS 

Posal 6 

(1) Bia,ya PerjaJanan Oines terdiri atas komponen •komponen sebagai berik'u t: 
a . ua.ng harian; 
b. biaya transpon ; 
c. biaya pengjnapan; 
d. uang representatif; 
e. sewa kendaraan daJam kot.s; dan /atau 
r. biaya me.njemput /mengantar jenazah . 

j.,.o,.iA~ 11.Cr S.I ', 
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1'1 U"::' harian scbagalmana dimaksud pada ayot ( J) hurur a, terdiri dari uang 
m_ an, uang 1.ranspor lokal, dan uang saku. 

(
3

) Biaya t_ransp0rt s,,bagaimana dimaksud pada ayat {I) hurufb, terdiri atas: 
a . PetJalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan 

keberangkatan dan kepulmga.n tennasuk biaya ke terminal bus/ 
stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkAtan; 

b. relribuin yang dipungut dl tcnninal bus/ stasiun / bandara / pclabuha,n 
kebe.ra.ngkatan dan kepulangan; 

c. biaya bagasi Pesawat Udara maksimal 20 (dua puluh) J<g. 
(4) Biaya peng;napan s,,bagrumana dimaksud pada ayat (I) hurur c merupakan 

bil\)'a yang diperlukan untuk menginap di hotel, dan/atau di te.mpat 
menginap lainnya. 

(5) Dalam ha! Pelaksana SPPO tidak menggunakan biaya penginapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku kctcntuan ocbagai berikut: 
a. Pelahana SPPO dlberikAn blaya penginapan sebesar 30 % {tiga puluh 

pcrsenJ dari tarif hotel di Kota Tempat 1\ajuan; 
b. biaya penginapan sebag:aimana dimaksud p.ada huruf a d ibayarkan 

.secara lumpsu.m. 
(6) Uang representaLif sebagaimana dimaksud pada ayal fl) huruf d dapat 

diberikan kepada Bupall, Wald! Bupati, Pimpinan dar1 AnggolA DPRD dan 
c Pejabat Esclon H sclama mclakukan Petjalanan Oinas. 
- (7) Sew a kendaraan daJam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e 

dapat dibcri.kan kepada Bupati. Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk 
keperluan pelaksanaan tugas di Temp.at Tujua.n . 

(8) Scwa kendaraan scbaga.imana dimaksud pada ayat {7) sudah tennasuk 
biays. u ntuk pengemudi, bahan ba.kar m.inyak dan. pajak. 

(9) Biaya menjemput / menga.nta.r jcnazah sebagaimana dimaksud pada a.yat (l ) 
huruf r meUput.i biaya bagi penjemput / pcngantar, biaya pemetian clan 
biaya angkuta.n jcnazah . 

(10) Kompo.nen bill.YA Pcrjalanan Dinas sebagaJmana dlmaksud pada ayat (I) 
di ca.ntumkan pada Rindan Biayn Perjala:nan Dinas, sesua.i dengan format 
sebagaima.na tercantum dalam la.rnpiran 1 dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pa""! 7 

(I) Dalam ha! Pcrjalano.n Dinas dila1<ukan secara bersnma•sama untuk 
meJaksa.na.kan suatu kegiatan rapat, seminar atau $.Cjenisnya, untuk 
scluruh Prjabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD / PNS/ P'lT dapat 
menginap pada hotel / penginapan yang sama, sesua.i dengan kelas karnar 
penginapan / hotel yang telah diletapkan unluk masjng-masing Pejabat 
Nega.ra/ Pimpinan dan Anggota OPRD / PNS / PTT dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Khusus untuk Ajudan yo.ng mendampingj Pejabat Negara dapat menginap di 
hotel yang sruna dengan tarif terendnh. 

( I) 

Pasal 8 

Biaya Perjalana.n Oinas digolongkan scbag:ai berikut : 
a. Biaya Perjalanan Dinas untuk Bupati / \Vakil Bupati / Pimpinan DPRD; 
b. Biaya Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah / Anggota DPRD ; 
c. Biaya Perjalanan Oinas untuk Pcjabat £se1on II ; 
d. Biaya PerjaJanan Dinas untuk Pejabat Elselon 1H atau PNS Oolongan IV ; 
c. Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon IV atau PNS Oolongan Ill ; 
(. Btaya PerjaJanan Dinas untu k PNS golongan D atau I atau Sopir. 
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,~1 Biaya . Perjalanan Din~• dapat diberikan kepada Non PNS seperti Aparat 
Pemenntah Dcsa, AJudan, PIT, pihak lainnya (lembaga/organisasi/ 
masy~al pcrorangan) Tim Penggerak PKK, Oharma Wanita, Pcjabat/PNS 
pada 1nstans1 vertikal, scpanjang bcrdasarkan penHaian dan pcrtimbangan 
K~pa]a SKPD yang mengeluarkan SPPD, Perjalanan Dinas Non PNS 
d1maksud memberikan kontribusi dalam mendukung pela.ksanaan tug.a.a 
dan rungsi SKPD yang bersangkutan. 

{3} Bia.ya Perjalanan Dinais bagi Apamt Pemerintah Oesa, maka pcmberian b(aya 
Perjalanan Dinas kepada yang bersang.kutan, dibcrikan tarif sebagai 
berikut; 
a. Kepala Dcsa diberlakukan tarif yang disetarakan dcngan Pejabat Eselon 

IV; 
b. Aparat Pemerintah Desa lainnya diberlakukan ta.ri( yang disetarakan 

dengan PNS Golongan I atau II atau Sopir. 
(4) Blaya Perjalanan Oinas bagi Ajudan, Pegawai Tida k Tetap (PTI) dan pihak 

1ainnya di luar SKPO, diberlakukan tarif yMg dJsetarak:M dengan PNS 
Oolongan I atau II atau Sopir, 

(5) Biaya Perjalanan Dinas bagi Tim Penggerak PKK Kabupaten Rejang Lebong, 
ditetapkan sebaga,i berikut : 
a . Ketua dan \Vakil Kctua dibcrlakukan tarif yang disetarakan dcngan 

Pejabat EseJon U; 
b . Sekretaris, Bendahara dan Kctua Pokja dlberlakukan tarif yang 

diset.ara.kan dengan Pejabat EseJon 111; 
c . Anggota. diberlakukan ta.rif yang disera.rakan dengan star golonga.n 111; 

(6) Binya Pcrjalanan Dinas bagi Dharrna Wanita Kabupaten Rejang Lcbong, 
diteUJ.pkan seba.gai berikut : 
a. Ketua dibcrlakukan t..arif yang disetarakan dengan Pejabat Esclon JI; 
b. Wakil Ketua, S<:kretaris, Bendahara dan Ketua Pokja diberlakukan tarir 

yang disetnraka.n dengan Pcjabat Eselon Ill; 
e. Anggota dibt!rlakukan tar!fy~nt:disetarakan dengan atalgolongan m: 

(7) Biaya Perjalanat1 Dinas bagi Pejab.a.t/PNS padA instansi vertikaJ yang bjaya 
Perjalanan Oinas dibebankan pada APBO Kabupat.en Rejang Lebong, 
dibcrla.kukan tarif yang diSt!suaikan dengan E$elon dan Oolongan masing• 
masing Pejabat/PNS. 

(8) Biaya Pcrjalanan Oinas bagi Pcjabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRO, 
Sekrctaris Dacrah / Pejabat Eselon 11, Pejabat Eselon IU / Golongan JV, 
Eselon IV / Golongan Ill dan PNS Golongan 1.1 atau I at.au Sopir, da.J.am 
rangka: 

(I) 

a. koordinasi dan konsult.asi: 
L dengan tujuan daJa.m wilayah daerah diberi.kan bfaya pallng lama 2 

(dua) hari; 
2. dengan tujuan Jbu Kota Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota la.innya 

dalam Provinsi diberikan biaya paling lama 2 (dua) hari. Oikeeualikan 
untuk perjalanan dinas dengan tujuan Kabupatcn Kaur dan 
Kabupaten Muko-Muko diberikan biaya paling lama 3 (tiga) hari; 

J. dengan tujunn lbu Kola Negara (.Jal<art.~) dan/atau Propinsi lainnya 
diberikan biaya paling lama 4 (empat) hari. 

b. scJain koordinasi dan konsult.aSi sebagaimana dimaksud pada hurur a , 
jangka waktu atau lamanya pcrjala.nan dinas disesuaikan dengan 
kebutuhan. 

Pasal 9 

Perjala.nan Oin a,s dalam . Dacrah, diberikan biaya Perjalanan Dinas berupa 
uang harian dan dapat d iberikan uang penginapan. 

(2) Se-samya uang harian dibayar secara lumps-um sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), sebagaimana terc":'tum dalam Lam~u-an U dan merupakan bagian 
Yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati tn1. 
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PasaJ 10 

Dalam hal Perjalanan Dinas dalarn Daerah menggunakan kendaraan dinas maka 
~:laJn uang harian juga diberikan bahan bakar minyak sesual dengan keb~tuha.n 
Jarak tempuh. 

PasaJ II 

Khusu3 Perjalanan Dinas yang dilaksa.nakan daJam Oaerah dari Kecamat.an ke 
Oesa/Kelutahan diberikan bantuan uang harian dan dapat diberikan biaya 
transport, yang besamya &=bagaimana tercantum dalam keterangan Lampiran U 
dan me-rupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

PasaJ 12 

Apabila. perjalanan Dina~ dilakukan lebih dari sa.tu Kecamatan/Desa/Keluraha_n 
doJam I (satu) hari, maka uang haiian dibayar hanyo I (satu) kale daii nilai yang 
tertinggi. 

( II 

(2) 

(31 

(4) 

(SJ 

(6) 

( 1) 

(2) 

PasaJ 13 

Perjalan.an Dinas dengan tujuan dalam Provinsi, diberikan b(aya Pcrjatanan 
Dinas yang terdiri dari : 
a. uang harfa.n; 
b. biaya pcnginapan: 
c. biaya tra.miport, apabiJa perjaJanan dinas menggunaka.n kenda.raan 

urnum; 
d . uang representatif(khusus untuk Bupati, Waldl Bupati, Pimpinan DPRO, 

Anggota DPRD, Sekretaris Oaerah dan Pejabat Eselon II}. 
Besamya uang harian sebagaimana dimakoud pada ayal {I) huruf a dibayar 
sec-ara lumpsum. dengan besa.ran sebagaJma.na tercantum dalam Lampiran 
IU Peraruran Bupati ini. 
Besarnya biaya penginapan ocbogaimana dlmak,,ud pada ayat ( I) hurur b 
dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Oa1am hal pelaksana pe-rjaJanan dinas 
tidak menggunakan fasiUtas hotel atau tempat pcnginapan lainnya, kepada 
yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesa, 30 % (tiga 
puluh persen) dari tarif hotel sesuai de.ngan kota tempat tujua,n, dengan 
bes..1.ran sebagaimana tercantum dalam lampiran JV Peraturan Bupati ini. 
Biaya transport sebagaimana dimoksud pada ayat (1) buruf c dibayarkon 
sesua.i dengan biaya riit 
Uang representaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurur d dibayar 
secara lumpsu.m, dengan besaran seOO.gaimana tel'taJ1tum daJam Lampira.n 
V Peraturan Bupad ini. 
Lampiran 111, IV dan V sebagaimana dlmaksud pada oyat (2) , ayat (3) dan 
a,yat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan doii Peraturan Bupati ini. 

Pasa.l 14 

Oalam hal Perjalanan Dinas dalam Provinsi menggunakan kendaraan dinas, 
maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan bahan bakar 
mlnyak sesuai ~Cngan kebutuhan, jamk tem~u~ dan dapat diberikan 
pengganti pembchan bahan baka.r minya.k sebag_at b1aya transport, 
Perk:iraan biaya transport menggunakan kendaraan umum di.baya_rkan 
berdasa.rkan pengeluaran riil (nr cos~. dengan besaran sebagaimana 
tercantum doJam Lampiran VI dan m erupakan bagian yang tida.k 
terpisah.kan dari Peraturan Bupati ini. 

f.'.\j,fA► l(o;. 
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Paoai 15 

(1) Biaya Perjalana.n Dines dengan tujuan ke luar Provinsi diberikan biaya yang 
terdirf dari ~ 
a. uang ha..rian ; 
b. fasmtas dan biaya transport; 
c. biaya. penglnapan.: 
d. uang representat:ff tkhusu~ untuk Peja.bat Negara, Pimpinan DPRO, 

Anggota DPRD, Sckretaris Daerah dan Pcjabat Eselon 11); 
e. sewa kendaraan datam kota (khusus untuk Pejabat Negara): 
f. biaya menjcmpu L /mengan13r jenazah, 

(2) B<,samya uang hari1111 sebagaimana dimaksud pada ayat f I) hurur a, 
sebagaimana tercantum dalam L.ampira.n VII Peratu.ra.n Bupati ini. 

{3) Fasi1itas transport sebagaimnna dimaksud pada ayat (l) huruf b, 
sebagaimana tercantum dala.m Lam;piran Vtll Pt,raturan Bupati ini. 

(4) Biaya tatif tiket pesawat udara (telah tcrmasulc biaya bagasi ma.ksimaJ 20 
Kg) bagj Pejabnt Neg-a.ra,, Pimpinan DPRD, Anggota DPRO, P~jabat tselon II , 
Ill, IV dan Pegawai Negcri S ipil di Lingkungan Pcmerintah Kabupaten Rejang 
Lebong ke luar Pra,,insi Beng_kuJu ,dengan tujuan lbukota Negara (Jakarta} 
dan/atau dengan tujuan Propinsi sc:lain lbukota Negara, disesuaikan dcnga,n 
1arif yang berlaku pa.da hari kcber-angkatan. 

(5) 8iaya transport dari Curup~Bandara•Hotel (tempal tujuanl puJang pergi 
diberik.an scbei;.ar Rp. 700.000,• (tujuh ratus ribu rupiah} yang dibayarkan 
sccara lumpsum. 

(6J BcM.rnya uang penginapan scbagaim.a.na dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
sebagaimana tercantum dn.lam Lampirnn IX Pernturan Bupati ini. 

(7) Uang Representnlif sebagaimana dimaksud jl8da ayat (1) huruf e, 
$ebagaimana tcrcantum dala.m l,.,ampil'an V Peraturan Bupati ini. 

(8) Sewa kendnra.an dalam kot.a bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf r, tcrcantum datam lampiran X Peraturan Bupati i.nj. 

(9} Bia.ya pemetian dan angkutan jena.i.a.h sebagaimana di.m:.\.ksud pada ayat fl) 
huruf f, sebagaimana tei.'cantum dalam l..arnpiran xr Peraturan Bu pa.ti i ni. 

( 10) Lampiran V, VII, VIII, IX, X dan XI sebagaimana dimaksud pada ayal (2) ayal 
(3), ayal (6), aya< (7), ayat (8) dan ayat (91 merupakan bag;an yang tidak 
tcrpisa.hka.n dari Peratu.ran Bupati ini. 

Pasal 16 

(l) Uang harian dan uang repre.sentatif sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat ( )} hunif a. dan huruf d, dibayat" sesuaJ banyaknya ha.ri yang digunakan 
untuk melaksanakan PerjaJanan Din as dan dibayar secara lumpsum, 

(2) Besamya. biaya tra.n~port dan sewa kendnraan daJam kota da!am rangka 
Perjalanan Dinas ••bagaimana dimaksud dalam Paaal 15 ayat (I) hurur b 
dan huruf e, dibayarkan $e<::ara lumpsum dan Lidak diperkenan rnelewati 
batas tertinggi yang telah d itetapkan dalam Peraturan Bupati ini. 

(3) Biaya penginapan sebagrumana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1) hurur c 
dibayarkan scsuai dengan biaya rill. Oalam hal pelaksana Perjalanan Dinas 
tidak menggunakan fasi.litas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada 
yang bersangkutan diberikan biaya, penginapan sebesar 30 % (tiga. putuh 
persent dari tari! hoteJ sesuai dengan kola tempat tujuan sebagaimana 
fampiran IX Pcraturan Bupati 1.ni. 

(II 

Pasal 17 

Pcrjalanan Dinas ke luar Provinsi menggunakan kcndaraan dtnas, untuk 
biaya transpOrtasi dibcrikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan 
ja.rRk t.empuh dan dapat diberikan pengganti pcmbelian Bahan Baka:r 
Minyak. 
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,•/ Da)am hill Perjalannn Dlnru, sebagalmanA dimakaud pada oyat (l) menggunalcan Jasa angl<utan umum dibo,yarkan benlasaTkan pengeluaran rill (a1 cos~. 

Pasal 18 

Perj_alanan Dinas untuk menglkutl dlklat kcpemlmpinan, diklat tekni• dan p~aJa~lan •~ mengikutl tapat, seminar, <I.an sejcnisnya (termasuk mengik:utI b,mbmgan <ekms) .. bagalmana dimakeud dalam Pnsal 4 ll,)lat {2) huruf b yang pclakSMaannya dcngan &tau tanpa aetoron/kontribusl, maka uang barlan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. diselcnggarakan oleh lembnga non kementerian at.au pihak ketJga. uang harian diberikan sebe"'1r Rp. 160.000,- per hari; b. diselen.gga.ra.ka1' oleh Kementcrio.n, tembaga pemerintahan, Pemerint&h Provinsl ata.u Pcrgurul\n Tinggi Negcri Temkttdhasl A : l . hari pertama sampai denpn hari ketiga dibayarkan se,,ual dengan standar uang harian yang berlaku berdasarkan Peraturan 8upatl ini; 2. hari keempnt dan oeterusnya diboyarkan sebesar 30% (lip puluh persen) dari standar uang barian yang berlilku berda.oancan Peratumn Bup&ti ini; 
3. pembayaran uang haiian sebagaimana dimaksud pada angl<A I dan angka 2, sc-auai dcngan keterscdiaan dan kem&mpuan kcuangan dacrah, 

Pasal 19 

Biaya Perjalanan Dlnas dibebankan pada SKPO/Unit Kerjo yang mengeluarlam SPPD bersangkutan. 

B/\B VI 
T/\T/1 CARA PEMBAYARAN PERJIIVJlAN DINI\$ 

Po8UI 20 

( I) Pembayaran biaya Pl,rjalanan Din as dapat dibenl<an dalam batas pagu anggaron yang tersedln dalom DPA SKPD yang bersangkutan . (2) Pembayoran biaya Perjalanan Dinn dapot dilakukan dengM mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme PcmbQyaran Langoung (LS) • ._ (3) Pembayaran biaya PcrjaJnnan Dlnao m•lalui mekanisme UP/OU/TU • dilakukan dengan memberikan uang muka kcpada Pt-jabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawal Tidak Tctnp yang meJaksa11aken Perjalanan Oinas oleh Bendaha.ra Pengeluaro.n dari UP/TU yang dil<elolanya. 
(4) Besamyo uang muka yang diberikan berdasarkan pe~etujunn PA/KP/\. 

Pasal 21 

PcmbuJ,'aran biaya Perjalanan Oinas melalul mekani.sme Pembe.,ya.ran La.ng$Ung (LS) kcpada pibalc ketlga, yang pengaturannya sesual dcng;,n ketentuan pcraturan perundnng•undangan yang bcrlaku. 

Pasal 22 

Pembayaran biaya Perjo.lanan Dinu kepada Pejabat Negara/Pimplnan dan Anggota DPRD/ Pegawai Negeri Siptl/Pegawai Tidak Tetap, dilakukan dengan mekanlsme Pcmbayaran Lt\ngsung (LS). apobiln : a . biaya Perjalanan Dina• telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dlnas d1laksanakan; 
b. Pcrjalantm Olnas cclah dilakukan sebelum biaya Perjalanan Dfoas dibayarkan. 

w.,:,i. 
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BAB VII 
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN OJNAS 

Pasal 23 

OJ SPPD meru pakan bukti., pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
Perjalanan Dinas. 

(2) Dalam SPPD tidal< boleh ada penghapusan-penghapusan a tau cacat-cacat 
dala m tulisan... Perubahan •pcrubahan dapat dUaku kan dengan coretan dan 
dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang. . . 

{3} Penghitungan besar jumlah biay"a Perjalanan Diaas dicatat secara terpennc1 
dalam kuitansi yang merupakan lampira.n SPPD. 

(4) Pemba,yaran biaya Perjalanan Dinas dicatat pada kuita.nsi yang merupakao 
lampira n SPPD dengan dibubuhi tMdatangan be-ndahara pengeluaran S KPO 
bersangku tan oerta tanda tangan Pejabat Negara / Pimpinan dan Anggota 
DPRD / Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidal< Tetap yang akan melakukan 
Perjalanan Dinas sebagai tanda terima. 

(5) Pada SPPO d icatat; 
a. tanggal bera.ngkat dari tempat ked udukan/ternpat betada dan ditanda.• 

tangani oleh pejabat yang bcrv;enang / pejabat lain yang ditunj uk; 
b. tanggal tiba dan berangkat d i / dari tempat ·tujuan dan ditandatangani 

oleh pihal</pejabat di tempat yang didatangi; dan 
c. tang.gal tiba keinbali di tempat kedudukan dan ditandata.ngani Pejabat 

Yang Berwenang /pejabat lain yang ditunjuk. 
(6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setclah perjalanan d inas dilaksanakan, 

SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal Liba kembali dan tanda tangan 
pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk dan Japor'an Perjalanan 
Oinas dJ!ierabkan kepada bendahara pengeluara.n_ 

(7) Pada .saat penyeraha.n S PPO dan Jeporan Pcrja:lanan Oinas sebagaimana 
dimaksud pads ayat (6), diadakan perhitungan k.embali apabila terdapat 
k•kurangan/kel•bihan biaya Perjalnnan Dinas yang telah dibayarkan 
se.m~ta. 

{8) Pada dasamya pcrta.nggungjawaban mengenai bi.aya-biaya Peljalanan Dinas 
yang telah dibayarkan dibatasi hingg_a pada pcmb uktian bahwa Perjalanan 
Oinas dimaksud benar-benar te.lah dilakukan dengan tltjuan dan waktu 
serta blaya yang telah d itetapkan. 

Pasal 24 

(I) Pejabat Nega"'./Pirnpinan da'.' Anggota DPRD/Peg,swai Negeri Sipil/Pegawai 
T,dak Tctap/_pihak tr.rkrut lamnya, mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
perjalanan dmas kcpada pemberi tugas paling lambat 5 (llma) hari kerja 
setelah perja,lanan dinas dilaksannkan . 

(2) Pen:anggungjawaban biaya pcrjalanan dina.s sebagaimat"la dimaksud pada 
ayat {11 dengan mclampirkan doku men berupa : 
a. Surat Perintah Toga~ yang sah da rl pembcri tugas; 
b. SPPD yang telah dHandatangani oleh pemberi tuga$ dan pe"aba d " 

tempat ~Jaksana:in petjal~an d inas a tau pihak terkail yang 1rnen~ d~ 
tempat tuJuan peryalanan dmas; ~a 1 

c. tiket J)e-sawat. boarding pass dan biaya pcnd·u kung Ja inny t k 
ta.mbahan b.agasi pesawnt; a cnna.su 

d. daftar pengcluaran riiJ scsuai dengan format sebagaimana tercantum 
daJam l..ampiran XII Peraturan 8upati in.i- dan 

e. bukti pembayaran hotel a t.au tempat mcn
1

ginap lainnya. 

~ M,.1•1-tORf" s,, 
KABAG ' I 

13 l(ASU8QAG1 ' STAI" ,, 
' 



(. 

,~, Dalnm hal bukti pengeluaran likct pesawat dan boardutg pass dan/at.au 
l>'.'nginapan ~bagaimana dimaksud pada ayat (2) hurur c dan hurur e tidak 
d1peroleh dengan a lasan yang dapat d ipertanggungjawabkan, maka 
pert.anggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan daf\Ar 
pengeluaran riil sebagaimana d imaksud pada ayat (2) huruf d . 

(4) ~erkiraan besamya j um1ah biaya PcrjaJanan Oinas dituang,kan dalam 
nncian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran I 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratu ran Bupati ini. 

(5) PA/ KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum 
dalam daftar pengcluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran xn 
dan mcrupakan bagian yang tldak tcrpisahkan dari Pcraturan Bupati ini. 

PasaJ 25 

( I) Pejabat Yang Berwenang bcrtanggungjawab at.as ketert!ban polaksanaan 
Peraturan Bupati ini dalnm lingkungan instansi masing-masing SKPO. 

(2) Pcjabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dina& 
umuk haJ-hal yang mempunyai prlorltas tinggi dan penting sena 
mengadakan pcnghematan dengan mengurangi frckucnsi, j umlall orang dan 
lanianya pcrjalanan. 

(3) Pejabat yang berwenang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawal Negerl Sipil 
clan Pegawai 'T"idak Tetap yang melakukan Perjalanaa Oinas 
bertanggungjawab se-penuhnya a.tas kerugia:n yang diderita oleh negara 
sebagai akibat dari kesalahan, kclalaJan atau kealpaan yang bersangkutan 
dalam hubungannya dengan Pcrjalanan Oinas berkenaa.n. 

(4) Terhadap kesa.Jahnn, kelalo.ion atau keo.lpaan seba.gaimana dimaksud pad.a 
ayat (3) dapat d ikenakan tindakan berupa : 
a. tuntutan ganti rugj sesuai dengan ketentuan pcrundang-undangan yang 

berlaku; dan atau 
b. bukuman administra:tif dan tindakan-tindakan lainnya menu.rut 

ketentuan yang btrlaku . 

Pasal 26 

Pibak-pihak yang mclakukan pemaJsuan dokumen, menaikkan dari harga 
sebenarnya tmo.rk upt, dan/atau Perjalanan Dinas rangka.p (dua kali atau lebih) 
dalam pertanggungjawaban PerjaJanan Dinas yang berakibat kerugian yang 
diderita oleh negara. bertanggung j awab sepenuhnya ata& $Cluruh tindakan yang 
dilakukan. 

PasaJ 27 

(t) Pejabat Negara/Pimpinan dao Anggota DPRD/Pcgawai Ncgcri Sipil/Pegawai 
Tidak Tetap yang tclah melakukan Perjalanan Oinas menyampaikan seJuruh 
bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 24 ayat (2) 
kepada PA/KPA. 

(2) PA/ KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya 
Perjalanan Oinas Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pcgawai 
Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tctap yang ber.w.ngkutan dan disampaikan 
kepada Bendahara Pcngeluaran. 

(3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/Pimplnan dan 
Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tctap yang telah 
melakukan Perjalanan Oinas mengembalikan kclebihan tersebut kepada 
Bendaham Pcngcluaran. 

UAMl\i: KOlli SI 

)tASI\O I I ol 
14 IU.:SUDQAOI ....... . ,-



, ~, Apabila terdapat kekurangan pembaya.ran, at.as pen,ctujuan PA/KPA, 
Benda.hara. Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kcpa.da Pejabat 
Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidal< 
Tetap yang telah melakukan Pcrjalanan Oinas dcngan tetap berpedoman 
terhadap s tand8J" tertingi yang diatur dalam Pera.tu ran ini. 

(SJ Dalam Ital biaya Perjalanan Dina.s dibayarkan melalui mekarusme 
Pembayaran Langsung (LS) oleh Bendaltara Pengeluaran sebaga,mana 
dimaksud dalam Pasal 22, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. apabila Biaya Pcrjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat 

Negara/Pimpinan dan Anggota DPRO/Pegawai Negeri Sipil/Pcgawa, 
Tidak Tetap melcbihi bfaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan 
tersebut harus disetorkan ke Kas Oaerah; 

b. apabila biaya Perjalanan Dioas yang dibayarkan kepada Pejaba! 
Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Ptgawai Negeri Sipil/Pegawru 
Tidak Tetap kurang da.ri biaya Perjalanan Oinas yang dikeluarkan, 
kekurangan tersebut tidak mempetoleh penggantian. 

BAB Vlll 
PENGENOAUAN INTERNAL 

Paoa! 28 

(I) Kepala SKPD menyclenggamkan pengendalian internal terhadap 
pelaksanaan Perjalanan Oinas. 

(2) Pen~ ndalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakoru,akan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-.undan.gan. 

BABX 
K€TENTUAN PENU'l'UP 

Pasal 29 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka : 
1. Peraturan 8upati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tcnta.ng Biaya 

Perjalan an Bagi Bupati, \Vakil Bupatl, Pimpinan dan Anggota Dewan 
Pe1wakilan Rakyat Oaerah, Pegawai Negerl S ipil dan Pegawai 'T'idak Teta.p di 
Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Rejang U:bong. 

2. Peraturan Bupati Rcjang Lebong Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peratutan Bupad Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bia.ya 
Perjalanan Bagi Oupati, \Vakil Bupati, P'lmpinan dan Anggota Dewan 
Per,sak:ilan Rakyat Oacrah, Pegawai Negcri Sipil dan Pega.wat Tidak Tetap di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 

3. Peraturan 6upati Rejang !.(bong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubaha,; 
Kedua Atas Peraturnn Bupati Rcjang Lebong Nomor 6 Ta hun 2016 tentang 
Biaya PerjaJanan B~gi Bupati, Wakil BupaH, Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakil an Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pcgawai Tidak Tctap di 
Ungkungan Pemerincah Kabupaten Rejang Lebong. 

4. Peraturan Bupat; Reja.ng Le-bong Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pcn.ibahnn 
Ketiga Atas Peraturan Bupati Rejru,,g Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tcntang 
Blaya Pcrjalanan Bagi Bupati, WakiJ Bupati, Pimpioan dan Anggota Dewan 
Pen vakilan Rakyat Daerah, Pcgawai Negerl Sipil dan Pcgawai Tidak Tetap d i 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 

5. Pcratura,n Bupati Rejang Le bong Nomor 44 Tahun 2018 tc11tang Pcrubah a.n 
Keernpat Atas Peraturan Bupati Rejan.g Lebong Nornor 6 Tahun 2016 tentang 
Biaya ~rjaJanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan 
PerwakiJan Rakyat Daerah, Pcgawal Negcri Sipil da.n Pegawai Tidak Tetap di 
Lingkuugan Pcmerintah Knbupaten Rejang Lebong. 

<Ucabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

IS 

p:.u:.r i..:;i.tcJ . , 

K).8AG I 
K,ASUGUAOI 
stAP- - . • :, 



Pasal30 
Peraturan BupaU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapko.n. 
Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkarl pengundangan Peraturan Bupatl in! dengM pencmpa tannya dalam Serita Daerah Kabupatcn Rejang Lebon11, 

Ditctapkan di Curu_e 1 Pada canggal J.7 {,,bn,a~: 2019 

AJIG LEBOIIG, 

Oiundangkan di Curup 
Pado tanagal J.7 ~/;,,,o••; 2019 

SEKRET S DA.ERAH KABUPit __,_ ,,- AIIG LEBO BG, e·~ ~•v \ 

~~_,,,,__,_-' : ---====-
. . H. R. A, DEBNI --~ 

SERITA DAERAH KABUPATEN REJANO l,EBONO TAHUN 20\9 NOMOR ,;;9 
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P.r;itunm BupaO Rejang Lcbong. 
Nomor 1 Tahu,, 2019 

T ., , ,.,~, · 20 19 an9 _ 

UANG HARJAN PERJALANAH DIN.AS DA.LAM KABUPATEN 

TUJU.\N 81;1pell / Keti.1• WallJI 1:J.up1.U / 
Ariq.ota 0-PRJ> f'AeloP to/ e-etoo JV/ Goloogu 1/ll/ 

KO Walitl Kcit-ua 
KECAMATAK DPRD OPAD /Sek4- / £t.eLoo II Oolooc.ui JV ~loft&UUI Soplr 

I Curup l\ol.ll. l fiU.(k)() 140,0()Q 1'20.000 U)O.()()() 75.(1()() (,()fX)O 

, C.:1w11.,Tc-1,1t-1l1 151) 0A(.> MO.Ol>O 120.()()() aooono '75,000 ""IJ()() 

3 C11fu1, Unu,, 150000 l'IOJ)t)Q nu.ooo 100.000 75.000 (10000 

4 Cutup1'im u r- 150 ()IJ(I I '10 1)1)0 120 000 1()(),000 7:;000 ""()(IC) 

; Cmup S(-l .. 1,1n ISO OOO 1◄0.000 120.000 100.000 75,MO 60<,00 

,. lk-,, ou,ll l) lu 005 .000 'l'J6.()()() i"'IS.000 'JSS.1)1.)(1 2:30,()t)I) '2 1.:. U()() 

7 n,:m1-1.ni Ulu R.iyu. !IOS.CX)I) 1Qj()()0 'l75,00Q 255.000 230 O!)I) 1 1S OQO 

• ~•l11pu R•:l-'1lfl 30~ 00() 293,000 27S 000 ~s.s.ooo 230.000 Jl 5(M)O 

., S11Klu11ttKdmw <105.000 395.000 37$.000 3SS.OOO JJO,Ol1U 315,oor> 

'" R 1ud111i;riJ•r. <105.(JOO :1()5 l)O() 3?:;.0()I) ~$5.000 3300ll0 ~usouo 

II l'\/r <ilOS i Jl)D 393000 375.000 35..<;.000 :,31).000 31S.f,OC) ,, S,wJ,'ltt<(: Oat111~11 <I J U.()()O ,u)O.Ool) 3AA.OOO :'l(,0,0IJI) 335.000 :noooo 

" Si11dima l.ldl.11 Ulu "IIOOOO 400.000 380,000 361)J)00 33,,)U()Q :uo.ut)() 

" S,ud ,,o~ LkUli U,t '1 l (H)l)O 400 000 381).00() 3(1(),Ql)(I :'l:&S.000 :!2U.00ll ,, 1-;,:,iu l ',1(l1Jnii '1 10.000 "100.000 380()()() 3(,0.00tJ ~'\.5.()()1) ~,o.ooo 

; · 



Lampiran Jll Peraturan 8upa 1i Rejang Lcbong 
Norn.or 7 Tahu n 20J 9 

Tanggal : ;1:{ 'Pf,""7,: 20 I 9 

UANG HARIAN Pl!:RJALANAN DINAS LUAR DAl!:RAH DAI.AM PROVINSI I PER/HARi) 

NO, 1VJVAJf KABUPATEit/ KOTA JUMLAH 

I KOTA BENCKULU 400000 

2 KABUPAT£.N KEPAHIANO 250.000 

3 KABUPATE:N l..EBONO 275,000 

• KABlJPATEN 8£NCKULU T!NCAH 300.000 

5 KABUPATEN BENCKULU UT ARA SS0.000 

6 KA8VPATEN B€NOKULU SELATAN SS0.000 

7 l(ABVPATEN KAUR 
750.000 

8 KABUPAT£N SELUMA 450.000 

9 KABUPATEN MUKO MVKO 750.000 

HIJAZI 
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Pl:! raturnn Du po.ti Ri:-J:mg uoona 
"-'on» r 1 Tt.huo2Ql 9 

'r°ant;~ '( ftsw,r/ 20 19 

BATAS TERTINGGJ BIAVA PENOINAPAH PERJAJ.ANAN DlNAS LUAR DAER.AH 
DALAM PROVINSI DAN PEltHARl / AT COST 

W.1t11 . .. ,.u ,..,,.cna 
• '"rU I / llf'lkll KtW-• L al11• Ill / 1:• • kl• 1V I OIIIOGl -,0 " 11JJUAN KA8Ql'AffJf/ K0TA 

l(• t• • 01'1lP OPRD / 
OJ'l\0 /C..t&oo 

Goloop11 IV 0 0 ..... , • • 111 / I / &o,pJt ,.11,. " 
l.OT,\ Bf.HC:1,llt,11 •30000Q U)IIO.(X}(l 71JO.OOQ 700 C,00 5&1,uoo 1UIJ 111.1(1 

KAOOl'l\'f'tN t,,1:1.,... 1\41<, ◄65.c)(IO 105.CKlO 4"0000 ~5.(100 J3 t).(11)11 ,JJ()t)O() 

MOUl'o\1'f,f'I 1.t:al•NC"I 165.000 "fll.000 4'101)0() 3S5.0011 :l:J(I OilCI 'r./0 .(l(l(I 

l{AUIJP.\'l'&N Ul!flet\lJW "ft:NCo\11 ◄65 ,000 <103.0fl(J 110 ()()(l 3ilj (i(IO :,:1ooon Jlt),(IUQ 

~01',0,Ti:t,I t~rtN(",._Ul.1• V,',\lio\ 4(;$,000 465000 0 0 .0 0 0 385 000 :l:)0()1)() U(l.l'lf'IO 

KfiliU .. .-.\'t:,.., Hf.Nna.:UI.IJ $1~1.AT.o\H 4C.S.OOO «,sooo 4101)1)() ""5000 :i:l(l OOCI ,UO ll()C) 

),(,\IJIU'll71:lf Mltl..O M.IJ'-0 ◄65.()(10 1!,5,(100 •1•10 .()()0 ~()()(I :un ooo 2.!(l 000 

ii.\OIJMft::f JV.ti~ 1(.S.0011 4(,$000 1<10,(l(lll .U!ISOUO "o.oon l:2(1 000 

l{lill!JN>,1'1:N $1:1.IJMA 165.000 ◄(,S,000 440 ,(H)I) llt!i.OOC> 3i30.00(l ?:!(I Ot)O 

\}l'.<1-,, 
AlfG L&BONG, ~ .---~ . . 

I: }.'\ * 
I . , J r, 

* , ·•r· 'C ... . . , ... 
• - - , ~ ,,._:.. I 

'/> • • H. H.TJAZJ 
~ ' .i• ~.:.,.., v .o• .,,. 
'1/V~· · 



1-\:.l"lituni.n DuJl,'tl j lk j 1111g fA-t,vni. 

Nou~or f 1'alurn1Ul 9 
Tuos&11I ,., Ttl,,.,.,("; l Ol'J 

UANO REPR:tSENTATIF BAGI 8UPATI / WAKIL BUPATI/ PIM:PllfAN DPRD/ SERDA / ANGGOTA 
DPRD/ PZJAJIAT ESELON U KE LUAR DAJtRAR 

••• Jf.AMA J ABATA# 88SMNYA lftPI DM.AbC H.SAlUiYA (Rp) LUAR 
Kall!l.R.ANGAJI' l'ROPfNSI PROPINSJ 

'" . . ., 
' l.H.ts»U 1.()()0.000 1,500,000 f'rr·han 

·, W11kllUllpatl 1,0000 11-,;oooo l~ t -l'alU\ 

.I !'lfl""n-011 111'1,lll / SCl:,it 700.000 J.t:::~uoo 1'1:f •J!llfl 

• ,\llllA!)U l}l'KU ......ouo I 10(.1000 l~r•him 

> l\'ph" f.!i~loo II 2~0000 000.000 f'n"•h•lln 



NO. 

' 
1 
, 

' 
' r, 
1 

• ., 

Lampirru, VJ Pe1;;1.turan 1:!upali Rej&ng Lcbong 

Nomor • 1 T'.-.lwn 2019 
Tanegal : ].J ~l,rv,,,'20 19 

PERKJR.AAN TARJF TRANSPORTASI PERJALANAN DlrtAS 
DAL.AM PROVJNSJ BltNGKULU DAN LAllfNYA 

UAHO 
kOTA 

T N.Al'fSPORTAS.I KEttR'ANOA.M 

t '.111011 - Mu:, rn l\1u:u1 (Pl·l "'' I W()(I() 

t:111t1i, - '-"1,1h iaui.: (1'1') .,. C,(l,fl!JI) 

,cm,111 - ! \t•n~.lml u (►'f, "'' 100,00Q 

C11n 11• - t\l\ltu1i;Tinf;R) (l 'f'l .,, 150,1)1,U 

Cut up -A•'l:tl Mt\kmur (t'l'I •• 2501)1)11 

(:11111p- Maunn (1'1'1 •• ] ·75.001.l 

t:urup - Ul11h1lmn 11'1') •• 3.5(i lli)0 

t.:.,1r11p • 'l'aiir. (l' l'J Rp 250.1)1)() 

C11ru1, - M11komuk<1 ll'f'I "" <1(1(t.O()I) 
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Plfaturen ~I RejW'!G L!~ 
HoMt,, f T~l0\9 
ltnggal ,.1 :,;k,r; 2019 

U/J'IO HA.RJAJ'l rERJALAMIJI 0JNAS DA.LAIi Jf.l G&Rl / L.UAJII: PROVl1'Sl 
9UPATII - u_, .,., .,., HO - SA1VAN' 0UPAT\I ANOOOTA £$£l0MII UUONII H ELOM IV OOLONOAN' OC<C#IQAN PiMPINAH ·- .. .,.,,.. ·-· """" "' 131 ,., 

l'>l .. ... .... SEWfl\JH PflQV!HSt DI IH0OMH:0-. °" ,.., ... '70!).000 1,5000XI I 200000 900000 """"" 650000 
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tarnpirnn vm Pcraturan Bupati Rtjang Lebong 
Nomor i Tahun 2019 

Tanggal : ?1 =r.b,-; 2019 

FAStLITAS TRANSPORTASI LUAR PROVINS! 

NAMA JAJIATAII' / MODA TRAJl'SPORTASI 
PES.\WAT KAPAL KERl!:TA LAllfflYA PAll'GKAT 

llt>ARA LAUT API/BUS 
121 131 141 151 161 

1 8upati / \Vakil 8upati / 
Pimpinan OPRD /S.kda Ekonomi/ 

Kela~ I 9 Ek.~Jro1if 
Sesuni 

8isnls/ EksekutiJ Kenyataan 

2 Anggota DPRO I 
Ese1on 11 

Ekonomi Kc-las I 8 Rksekutif 
$e$U1U 

Kenyataan 

3 Esclon Ill / Col. IV 

$e:,suai Ekol\aroi Kelas II A Eksekutif 
Kcnyat.aan 

4 Eselon JV / Gol. UI 
Sesuai Ekonom.i Kelas IJ A Ek<ekutif 

Kenyataan 

S Col. U / 1 / Sopir 

&,ruai 
Ekonom.i Kclas n A Eksekutif 

Kenyataan 

\ 
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